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Pusal 18 ayat () Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun |945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut,
Daerah Tingkst Il Tapin dan Dweerah Tingkat 1
Tabalong dengen Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurst Nomor 3 Tahun 1953
tentang FPembentukan Daersh Tingkat 11 d
Kalimantan (Lembanin Negars Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Keuanjun Negarm [Lembarun Negarn Republik
Indenesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negarn Republik  Indonesia  4286)
sebagaimana telah divbal beberaps kali teralthi
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tehun 2021
tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tabwun
4021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indoncsia Nomaor 6736);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4355] scbagasimana telah diubak
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan  Perpajakan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
204 MNomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesin Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sehagaimana telah beberapa kalf
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomaor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2023 Nemor 41, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor
GR56);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Administresi Pemerintahan {Lembaran Negars
Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagnimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Wn Negara Republik Indonesia Nomor

b
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11.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antars Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negarn
Republik [Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Momaor 675T);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2035 (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6095);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangnn Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Dacrsh (Lembarnn Negars
Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolann Keuangan Badan Layanan
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
MWegare Republik  Indonesin  Nomor 4502),
scbagnimana telah diubah dengan Peraturan
Pemérintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tmhun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
w Negara Republik Indonesiza Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
lenting  Pengelolaan  Uang  Negara/Dasruh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4738):
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemenntahan
[Lembaran Negara Republk Indonesta Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara RBepublik Indonesia
Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negarn
Bepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5H88), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerinteh Nomor 72 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturnn Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangksat
Daerah [Lemboaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 6402);

Pernturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
6O67);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Hadan Usaha Milik Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namar 6057);

Feraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
4, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangn Dmerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 6322);




21.

2,

23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggurnan
Pemerintah Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tabun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 6900);

Peraturnn Presiden Nomor 201 Tahun 2024
lentang Rincian Anggaman Pendapatan dan
Belunja Negama Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor J98);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh
scbagaimana telah diubah dengan Pematuran
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Ewaluasi Rancangan Peraturan
Daecrah tentang Anggarsn Pendoapatan dan
Belanja Daecrah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daersh tentang Penjabaran Anggaren
Pendapatan dan Belanja Daecrah (Beritn Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Noemar 525);

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 632
Tahun 2017 tentang  Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah sertn
Polaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operagional {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067];




ﬁl
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28,

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cam Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan,  Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomaor 630), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cuarm Penghitungan,
Belanja Daerah, dan Tertib  Administrusi
Pengajuan, Penyvaharan, dan Laporan
Pertanggungiawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasiflkasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanguran dan
Keuangan Dacrah (Berita MNegara Republik
Indonests Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis

Pengeiolean Keuangan Deerah {Berita Negura
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781];

Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 15
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 [Berita Negaran Republik
Indonessa Tahun 2024 Nomor 648):

Peraturan Dnerah Kabupaten Tapin Momor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangksat Daerah Kabupaten Tapin (Lemburan
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
09), sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);




31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
dan Administratil Fimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten Tapin
(Lembaran Cmerah Kabupaten Tapin Tahun
2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Enbupaten Tapin Nomor 01);

32, Peraturan Daerah Kanbupaten Tapin Nomer 05
Tahun 33023 tentang Pengelolnan Keuangan
Dacrah ([Lembarmn Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2022 Nomor 05);

43. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 20252045
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2024 Momor 11);

J4. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapin Nomor 13
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daermh  Tshun Anggaran 2025
{Lembaran Deerah Kabupaten Tapin Tahun
2024 Nomor 13);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGOARAN PENDAFPATAN DAN BELAMJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025,

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl yang dimaksud dengan:

1

F

!:JI

Daerah adalah Kabupaten Tapin,

Pemerintah Daecrah adolah Bupeti sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanann urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otanom.

Bupat: adalah Bupati Tapin.

Dewan Perwnkilan Rakyai Daersh yang sclanjutnya disinglkat
DPRD  adalah lembags n  rakyat Daeerah vang
berkedudukan sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah,
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnys disingkat BLUD
adalah sistem yang diteraplan oleh satuan kerjo  perangkat
Dacrah dalam memberikan pelayanan kepads masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keunngan sebagai
pengecualian dar ketentuan pengelolaan keuangan Dasrah pada
LTI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanmjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah YANg
ditetapkan dengen Peraturan Daerah.




7. Pendapaton Daecrah adalah semua hak Daerah vang diakui
sebagni penambah nilai keekayean bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan.

8. Belanja Deerah adalah semua kewajiban Daesrah vang diakui
sebagal pengurang nilai kekayaan beraih dalam periode tahun
ANggaran yang bersangkutan.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

10, Pembiayaan adalah setiap penerimasn yang perlu dibayvar kembali
dan/atau pengelusmn yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan yang bersangkuian maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

11 Dokumen Pelaksansan Anggaran Satuan Kerjo Perangkat Daerah
yang sclanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dolumen Vlfig
memual pendapatan dan belanjs Satuan Kerfa Perangkat Daerah
glau  dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembinynan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi bendahara umum Dacrmh yang digunakan scbagai dasar
pelaksanaan anggaran cleh pengguna anggnran.

BAB I
FENJABARAN APBD

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD tahun
anggaran 2025,
2] Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sehagaimana dimaksad
pada amyat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 3
AFPBD sebagnimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
i, Pendapatan Daerah;
b, Belania Dasrah: dan
e,  Pembisvaan Daerah,

Pasal 4
Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.194.973.074.897.00 (dua triliun seratus
mﬂhnpuhlhmpllmﬂiumhﬂunmmmhthuluh tiga juin
tujub puluh empat ribu delapan ratus sembilan pulub tujub rupdah]
vang bersumber dari:
i, pendapatan asli Dacrah;
b. pendapatan transfer; dan
¢. lnin-lain pendapatan Dasrah yang sah,




{2}

(3]

(41

(5

(1)

(21

(3

(4

Pasal 5
Pendapatan Asli Deerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huraf a direncanakan sebesar Rpl62.169.200.331,00 (seratus
enam puluh dua miliar seratus enam puluh sembilan juts dua
ratus nbu tige ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
. pajak Dacrah;
b. retribusi Daerah;
¢, hanil pengelolaan kekayasn Daerah yvang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Dacrah vang sah.
Pajak Daerah sebagnimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp78.944.700.331,00 (tujuh puluh
delapan miliar sembilan ratus empat pulub empat juta tujuh
ratus ribu tiga ratus tige pulub satu rupish).
Retribusi Dacrah sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp4.924.500.000,00 (empat miliar
sembilan matus dun puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah  yang  dipisahkan
scbagnimana dimaksud pada ayat (1) humf ¢ direncanakan
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
Lain-lain pendapatan asli Deerah vang sah  sebagatmana
dimaksud pads ayat [1) huruf d direncenskan sebesar
Hﬁm.mﬂ.ﬂm.m (enam pulch delapan miliar tiga ratus juta
i .

Pasal &
Pajak Daernh schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] huraf
& direncanakan schesar Rp7E.944.700,331,00 (tujuh puluh
delapan juta sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus
ribna tign ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdisi ntas:
pajak reklame;
pajak air tanah;
pajak sarang burung walet;
pajak mineral bukan logam dan batuan;
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan:
pajak barang dan jasa terteniu:
opsen pajak kendaraan bermotor: dan
opsen bea balik nama kendarasn bermotor.
Fn;nJ: reklame sebagnimana dimaksud pada ayat (1] hurf o
direncanakan sebesar Rp693,000.000,00 (enam ratus sembilan
puluh tigs juta rupiahj.
Pajak alr tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
direncanakan sebesar Rp3 1,500.000,00 (tiga puluh saty juta lims
ratus ribu rapiah).
Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
humrfdlrnmmhn scbesar Rps0.000,.000,00 {lima puluh juta

A A it o




(3]

(&)

(8)

(10]

(1

[2)

(3]

|4

(5]
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Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan schesar Rpl.575.000.000,00
[satu miliar lima ratus tujuh pulah lima juts rupiah),

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurefl e direncanakan sebesar
Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus
ruplah).

Bea perolchan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf { direncanakan sebesar
Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empal ratus lima belas juts
rupiah),

Pajak barang dan jasa tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat
(L) hurufl g direncanakan sebesar Rpl6.826 600.000,00 (enam
belas miliar delapan ratus dus puluh enam juta enam ratus ribu
rupiah).

Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimalksud pada
myat {1} huruf h direncanakan sebesar Rp25.019.755.217.00 [l
puluh lma miliar sembilan belas juta tujuh ratus ima pulah lima
ribu dua ratus tujuh belas ruplah).

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor

dimaksud pada ayat (1) huraf | direncanaksn  sebesar
Rp31.126.345.114,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua pulah
ersam juta tiga ratus empat puluh lima fby seratus empat belas
ruptah).

Pasal 7
Pajak reklame sebagmimana dimaksud dalam Pasal & avat (1)
hurul a direncanakan sebesar Rp693.000.000,00 {enam ratus
sembilun pulub tiga juta rupiah) yang terdin atas:
B pajak reklame papen/billboard /videotron f megatron;
b. pajak reklame kain;
¢.  pajak reklame melekat/ stiker: dan
d. pajak reklame selsbaran.
Pajak reklame papan, billboard / videotron / megatron
schagaimana dimaksud pada avat (1] huruf o direncanakan
sebesar RpS55.450.000,00 (lima ratus lima puluh lima juts empat
ratus lima puluh ribu rupiah),
Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rpl26.000.000,00 |seratus dua puluh
enam juts rupiahj.
Pajak reklame melekat/stker sebagaimana dimaksud pada syt
{1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl0.500.000,00 {seputub juta
lima ratus ruplah).
Pajak reklame selebaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurefl d direncanakan sebesar Rpl.050.000,00 (satu juta lima
puluh rupiahy),
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Pasal 8
Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpd1.500.000,00 [tiga puluh satu juta lma
ratus ribu rupiah) yang terdin atas pajak air tanah.

Pasal 9
Pajak sarnng burung walet schagaimana dimaksud dalam Pasal & nyat
{1} huruf ¢ direncanakan scbesar RpS50.000.000,00 (lima pulub juta
rupiah) yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 10
Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagnimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.575.000.000,00
(matu miliar lima mmtus tujuh puluh ima juts rupiah) yang terdi atas
pajok mineral bukan logum dan batuan lainnyva.

Pasal 11
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & avat (1) hurul e direncanakan sebesar
Rpl.207.500,000,00 [satu miliar dua ratus tujuh jute lime ratus
rupiah) yang terdid atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan,

Pasal 12
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 aymt (1) huryl [ direncanakan sebesar
Rp2.415.000.000,00 ([dua miliar empat ratus lims belas juts rupiah)
rangtﬂ'd:h'luulbtﬂpﬂulnhlnhakltutlmhdnnhnpmun
pemindahan hak.

Pasal 13

il] Pmjak barang dan fasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pusal 6 ayat (1) huref g direncanakan sebesar
Rpl6.826.600.000,00 [enam belas miltiar delapan ratus dua puluh
enam jula enam ratus ribu ruplah) yang terdiri ates:
B. panalk barang dan jasa tertentu makanan  dan/atag

IMIALrnaEn;

pajak barang dan jasa tertentu tenagas lstrik:

pajak barang dan jass tertentu jasa perhotelan:

pajok barang dan jasa terlentu jasa parldr: dan

pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenlan dan hibairan.

(2 Fﬂjﬂk barang dan jasa tertentu makanan dan/stay minuman
schagsimana dimaksud pada ayat (1) huruf & direncanakan
sebesar Rp3.948.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat

o -

piluh delapan juts rupiah),
(3] Pajak bamng dan jasa fertentu tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurad b direncanakan  sehesar

Rpl2.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rapiah).
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(4) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) huraf c© direncanakan schesar
Rp157.500.000,00 {scratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiak).
(5] Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurel d direncanakan sebesar

Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus riby rupiah].

(&) Pajak barang dan jasa terientu jusa kesenian dan hiburan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp70.700.000,00 (tujub pulub jute tjuh ratus by
rupiah,

Pasal 14
Upsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pusal
6 myal (1] hurul h direncanakan sebesar Rp25.019.755.217,00 (dus
puilish lima miliar sembilan belas juta tujub ratus ima puluh lma riby
dun ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas opsen pajak kendaraan
bermotar.

Pasal 15
Opsen bea balik nama kenderaan bermotor sehagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (1) huraf | direncanakan  sebesar

Juta tiga ratus empat pulah lima ribu seratus empat belas rupiah) yang
terdiri atas opsen bea balik nama kendaraan bermotoar.

Pasal 16

(1} Retribusi Daeruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
hurul b direncanakan Rp4.922.500.000.00 [emput  miliar
sembilan ratus dus puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) vang
terdiri atas:

d. retnbusi jasa umum:
b.  retribusi jnsa usaha; dan
€. retribusi perizinan tertentu.

2} Retribusi jasa umum sehagaimeana dimaksud pada ayat {1} hural
a direncanakan sebesar Rp2.131.000.000,00 {dua miliar sergtus
Hga pulub satu juta rupiah)j.

{3} Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp2.433.500.000,00 [dus miliar empat
ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribg rupiah).

4) Retribusi pefsinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
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Pasal 17
Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat
(1) huruf a direncanakan Rp2.131.000.000,00 (dua miliar seratus
tign puluh satu juts rupiah) vang terdird atas:
a. retribusi pelayanan keschatan;
b. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan; dan
e.  retribusi pelayanan parkir di tepi jalan wmum.
Retribusi pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf a direncanakan sebesar RpS00.000.000,00 [delapan

ratus juta rupiah).
Retribusl  pelayanan  persampahan/kebersihan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp1.300.000.000,00 {satu miliar tiga ratus juta rupiah).
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimeann
dimmaksud pada syat [1I) humf ¢ direncanaksan sebesar
Rp31.000.000,00 jtiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 18
Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
[1) huruf b direncanakan sebesar Rp2,433.500.000,00 (dua miliar
empal ratus tgs puluh tiga juta Hma mtus ribu raplah) vang
terdiri atas:
retribusi pemakaian kekayaan Daerah:
retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
retribusi terminal;
retribusi tempat khusus parkis:
retribusi rumah potong hewan:
retribusi pelayanan kepelabuhanan;
reiribusi tempat rekreasi dan olahragn; dan
- retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
Retribusi pemakaian kelayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan scbesar Rp835.000.000,00
(delapan ratus tiga puluh lima juta rapiah).
Retribusi pasar grosir dan/atay  pertokoan sebagaimarns
dimaksud pada ayat (1) hurufl b dircncanakan sebesar
Rp¥20.000.000,00 (tujub ratus dua pulub jute ruplah),
Retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh
juta rupiah).
Retribuasi termpat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada aynl
(1] hurul d direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 [seratus dua
juta rupiah],
Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
[1} huruf e direncanakan sebesar Rpl5.500.000,00 [Hma belas
juta lima ratus ribu rupiah),
Retribusi pelayanan kepelabuhanan schagaimana dimaksud pada
ayat (1} haruf { direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah).

mepAangs
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(B] Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimalessud
pada ayat (1) hurul g direncanakan sebesar Rp143.500.000,00
(seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9] Retribusi penjualan  produksi usaha Daecrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp&d.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu repiak),

Pasal 19
Retribusi periginan tertentu sebagaimana dimoaksud dalam Poasal 16
myat (1) huruf e direncanakan sebesar RpA&0.000.000,00 (tiga ratus
enam puluh juta rupiah) yang terdin atas retrfbusi persetujuan

bangunan gedung.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahksn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1] huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepulub millar rupiah) yang terdiri atas bagian
taba. yang dibagikan kepada Pemerintah Dacrah (dividen) atas
penyeriaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 21
Baglan laba yang dibagikan kepads Pemerintah Dasrah (dividen) atas
penyertann modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimans
dimaksud dalam Passl 20 direncanakan sebesar Rp 10.000,000,000,00
[sepulub miliar rupiah) yang terdiri ates bagian laba vang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah |dividen) atas peryeriann modal pada
badan usaha milik Deerah (lembaga keusngan).

Paisal 22

(1] Lair-lain pendapatan asli Dacrah yang sah sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] huruf d direncanakan schesar
Rp&8.300.000.000,00 [enam puluh delapan millar tiga ratus juta
ruplah) yang terdiri atas:

8. jmaa giro; dan
b, pendapatan BLUD,

[2] Jasa giro sebagaimana dimaksud padas ayal (1} hurf a
direncanakan sebesar Rp10.300,000.000,00 [sepuluh miliar tiga
ratus juta rupiah).

(3] Pendapatan BLUD sebagnimana dimaksud pada ayal (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan
miliar rupiah).

Pasal 23
Jasa giro schagaimana dimaksud dalam Pasal 232 avat (1) hoaruf o
direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 {sepulub miliar tign ratus
Juta rupiah} yang terdiri atas jasa giro pada kas Dacrah.
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Pasal 24

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wayat (1)
huraf b direncanakan sebesar Rp58.000,000.000,00 (ima puluh
delapan miliar rupiah) vang tecdiri atas pendapatan BLUD dari jasa
layanan.

(1
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(3]
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Pasal 25
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b direncanakan sebesar Rp2 023, 148926, 858,00 (dua trillun dua
puluh tiga miliar seratus empat pulubh delapan juta sembilan
ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan
rupiah] yang terdin atas:
8. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b, pendapatan transfer antar dacrah.
Pendapaian transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada aymt 1) hural =& direncanakan schesar
Rpl.895.401.729.0459.00,00 (satu triliun delapan ratus sembilan
puluh delapan miliar empat ratus satu juta tujuh ratos doa pulub
sembilan ribu empat puluh sembilan rupinhj.
Pendapatan transfer antar dacrah sebagaimans dimaksud pircin
ayal (1) huraf b direncanakan sebesar Rpl24.747, 197 .809.00,00
[seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat putuh tujub
qu|u| sembilan puluh tyjuh ribu delapan ratus sembilan
i s

Pasal 26
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebessr
Epl.B98.401.729.049.00,00 (satu triliun delapan ratus sembilan
puluh delapan miliar empat ratus satu juts tujuh ratus dua puluh
sembilan ribu empat puluh sembilan rupsah) yang terdiri atas:
n. dana desa;
b. msentif fiskal;
c. dann bag hasil;
d. dana alokasi umum; dan
e. dana alokasi khusus.
Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayst (1) huruf a
direncanakan scbesar Rp95.703.106.000,00 {sembilan puluh
Hmn;ﬂmmjuhmmﬂpjummammﬂhumphm-
Insentil faknal scbagaimonn dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp22.851.828.000,00 (duns puluh  dua
miliar defapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua
puluh delapan ribu rupiah).
Daruhu;lhmﬂl:hngminmmdimﬂmﬂpndnathllrhumf:
direncanakan sebesar Rpl.220.715.004.049,00 (satu triliun dua
ratus dua puluh miliar tujub ratus lims belas juta empat riby
empat pulubh sembilan rupiah),
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(5] Dana alokasi umum schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
d direncanakan sebesa Rp474.934.605.000,00 [empat ratus tujuh
puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam
ratus ima ribu rupiahj.

(6] Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan scbesar Rp84.197.186,000,00 (delapan puluh
empal miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan
pulub enam ribu rupiah),

Pasal 27
Duna desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf &
direncanakan sebesar Rp95.703.106,000,00 |sembilan puluh lims
miliar tujuh ratus tigs juta seratus enam ribu rupiah) yang terdini atas
dana desa.

Fasal 28
Insentif fakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat [1] huruf b
direncanakan sebesar Rp22.851 828,000,000 [dua pulubh dua miliar
delapan ratus lima puluh satu juts delapan ratus dua puluh delapan
ribu rupiah| yang terdir atas insentif fiakal untulk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya.

Pasal 20

(1] Duna bagi hasil schbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
hurufl c direncanakan sebesar Rpl.220.715.004.049,00 (satu
triliun dua ratus dua puluh miliar tujuh fatus lima belas juta
empat ribu empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

o dana bagl hasil pajak; dan
b, dana bagi hasil sumber daya alam.

(2] dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rpl21.501.853.000,00 fseratus dus
puluh satu miliar fima ratus sembilan puluh satu juta delapan
rutus fima pulub tiga ribu rapiah).

(3] dana bagi hasil sumber dayn alam sebagaimana dimaksud pada
dyat (1] huruf b direncanakan sebesar Rpl.099.123.151.049,00
(atu triliun sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh
tiga juta seratus limea pulub satu ribu empat pulub sembilan
rupiah).

Pa=sal 30

(1] Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf d direncanakan sebesar Rp474.934.605.000,00 [empat
ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga pulub empat
juta enam ratus lima riby rapiah) yang terdir atas:
@. dann alokssi umum yang tidak ditentukan PEnEEUNAATNNYA,

dan

b,  dana alokasi umum vang ditentukan PengEUNAANNYE.
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(2] Dana alokast umum vang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul & direncanakan
sebesar Rp405.301,512.000.00,00 [cmpat ratus lima miliar tigs
ratus satu juta Hma retus duas belas by rupiah),

(3] Dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannyva
schagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf b direncanakan
schesar Rp6%9.633.093.000,00 jenam puluh sembilan milisr enam
ratus tign pubuh tiga juts sembilan puluh tiga ribua rupiah).

Pasal 21
Dana alokasi khusus sebagnimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1]
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp84.197.186.000,00 (delapan puluh
empal miliar seratus sembilan puluh tujuh juts seratus delapan puluh
enam rbu rupiah) yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik.

Pasal 32
Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimann dimaksud dalsm Pasal
25 ayal |1} hurul b direncanakan scbesar Rpl24.747.197.809,00
{seratus dua puluh empat miliar tujuh rstus empat puluh tojoh jutn
seratus sembilan putuh fujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah)
yang terdiri atas pendapatan bagi hasil,

Pasal 33
Fﬂl#tunhjhﬂlﬁﬂmm-udmdnhﬂlﬂiqmil]
direncanakan schesar Rpl24.747.197 80900 [seratus dua puluh
empat miliar tujub ratus empat puluh tujuh juts seratus sembilan
pulub tujuh rbu delapan ratus sembilan rupish) yvang terdiri stas
pendapatan bagi hasil pajalk.

Pasal 34
Anggaran lain-lnin pendapatan Daerah v sah scbagaimana
dhﬂhﬂdnhm?uﬂ4humftfnﬂrinmulmnmhnn-
RpY.654.947.708,00 (sembilan millar cnam ratus lima pulubh empat
Juta sembilan ratus empat puluh tjuh ribu wjuh ratus delapan
mphhlmtndiﬂnlﬂhin-hinp:nﬂmﬂnmmidmm
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Anggaran lain-liin pendapstan sesuai dengan ketentuan turan
pgrmd.nng-undtupn schagaimana  dimaksud dalam m a4
direncanakan sebesar Rp9.654.947.708,00 (sembilan miliar enam
rarus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu
rujuh ratus delapan rupiah) yang terdin atas pendapatan dana kaspitasi
jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tngkat pertama,




Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufl b
direncanakan sebesar Rp2.407.434.604.525,00 (dua triliun empuat
ratus tujuh milisr empat rmtus tigs pulub empat juta enam ratus
empat ribu lima ratus dua puluh lima rupish) vang terdiri atas:

R

i

(3

(4]
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belanja operasi;

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer,

Pusal 37
Belanja operasi schbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurul a
direncanakan scbesar Rpl.599.799,338.062,00 (satu triliun lima
ratus sembilan puluh sembilan miliar tujub ratus sembilan puluh
sembilan juln tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh dua
rupiah) yang terdiri atas:
g. belanja pegawal;
b. belanja barang dan jasa;
€. belanja banga;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sasial.
Belanja pegawal sebagnimans dimaksud pada myat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp697.738.867,638 70 [enam  ratus
sembilan puluh tujub miliar tjuh s tiga puluh delapan juta
delapan ratus emam puluh tujuh by enam ratus tiga puluh
delapan ruplah tujuh puluh sen),
Belanja barang dan jasa sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
buruf b direncanakan sebesar RpT67.077.888.481,30 (tujuh
ratus enam puluh tujuh miliar tujuh poluh tujuh jota delapan
ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh
satu rupish tiga puluh senj.
Belanja bungn scbagalmana dimaksud pada avat (1) hural ¢
direncanakan sebesar Rp2 000.000.000 00 (duas miliar rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d
direncanakan secbesar RpB84.648.256.942,00 (delapan  puluh
empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima
puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiahyj.
Belanja bantuan sosial sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ direncanakan sebesar Rp48.334.325.000,00 (empat
mﬂuhdﬂapunmltlnrﬁgnmuppumﬁnpatjumﬁpmm
dua puluh lima ribu rapiah).
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Pasal 38
Belanje pegwwai sehagaimans dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
hurufl a direncanakan sebesar Rp&97,738.867 638,70 [enam
ratus sembilan pulub tujuh milisr tujub ratus tige puluh delapan
Juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh
delapan rupiah tujuh puluh sen) yang terdini atas:
belanja guji dan tunjangan aparatur sipil negara;
belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara:
belanja gajl dan tuntangan DPRD;
belanja gajfi dan tunjangan Kepala Daerah/Walkil Kepala

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala
Daerah /Wakil Kepala Dasrah: dan
f  belanja pegawai BLUD.
Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagrimans
dimaksud pada ayat (1) huref! a direncanakan sebesar
Rp420.956.877.859,60 [empat ratus dun puluh miliar sembilan
ratus lima pulub ensm juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
delapan mtus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen).
Belanja tambahan penghasilan  aparatur  sipil  negars
sebagaimann dimaksud pada syat (1) huruf b direncanakan
scbesar Hpd 56 378,003,874, 10 (dua ratus lims puluh enam miliar
tign ratus tujub puluh delapan juta tiga rbu delapan ratus tajuh
puluh empat ruptah sepuluh sen).
Belanja gajfl dan tunjangsn DPRD sebagnimana dimaksud pada
ayat {1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rp13.002.137.811.00 [tigm
belas miliar dua juts seratus tign pulub tujuh fbu delapan ratus
sebelas rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daersh
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp2.401.863.194,00 [dus miliar empat ratus satu juta
delapan ratus enam puluh tign rbu seratus sembilan pulub
empat rupiah).
Belanja penerimaan lainnys pimpinen DPRD  serts Kepala
Daernh/Wakil Kepala Dacrah sebagsimana dimaksud pada avar
(1) hurul [ direncenakan sebesar Rpd 519.984.900,00 |empat
miliar lkma ratus sembilan belas juta sembilan rotus delapan
puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimalosud pada ayat (1}
hurufl g direncanakan sebesar Rp$80.000.000,00 iempat ratus
delupan puluh juta rupiah).
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Pasal 39

Belamja gaj dan tunjangan aparstur sipill negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 avat (1] huruf a direncanakan ssbhesar
Rp420.956.877.859,60 [empat ratus dun puluh miliar sembilan
ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh pulub tujub ribu
delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam puluh sen) yang
terdiri atas:

. belanja gan pokok aparatur sipil negara;
belanja tunjungan keluarga aparatur sipil negara;
belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
belanje tunjungan pajak penghasilan tunjangan khusus
aparatur sipdl negara;
belanja pembulatan gnii aparatur sipil negara;
belanja furan jaminan kesehatan aparatur sipil negarm;
belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil
negara; dan
k. belanja juran jaminan kematian aparatur sipil negara.
Belanja gaji pokok aparatur sipil negars sebagaimana dimaksud
pada mvat (1) hurufl = direncanakan sebesar
Rpd26.007.377.959,35 (tgs ratus dua pulub enam miliar tajuh
juta t.lina rtizs tujuh pulub tujub ribu sembilan atus lima pulub
Hﬂu:jn tunjangan keluargs aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hured b direncanakan sebesar
Rp20.884.734,608,80 (dua puluh miliar delapan ratus delapan
pulub empat juta tujuh ratus tiga puluh empat fbu enam ratus
delapan rupiah delupan puluh sen),
Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurof ¢ direncanaksn sebesar
Rpd.217.218.874,00 (enam miliar dua rstus tujuh belas juta duas
ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat
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rupiah).
Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan sebesar

Rpi1.018.270.469,00 (dua puluh satu miliar delapan belas juta
dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam pulub sembilan
B::la.njq mn,jun_;m fungsional umum aparatur sipil negars
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Hpl.609.709. 378,00 (satu miliar enam ratus sembilan
juta tujuh ratus sembilan ribu tign mmtus tojuh puluh delapan

rupiah.
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Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara schagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural [ direncanakan sebesar
Rpld,767.917.583.30 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh
iijuh juta sembilan ratus tujuh belas fibu ima retus sembilan
puluh tiga rupish tiga puluh sen).

Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan  khusus
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1] huruf
g direncanakan schesar Rp12.331,428,891,70 (dua belas miliar
Liga ratus tign puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan
ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sen),
Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] haruf h direncanakan sebessr
Rp29.998.63045 |dus puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan pulub delapan ribu enam ratus tigs puluh rupiah empat
pulih lima sen).

Belanja iuran jaminan keschatan aparatur sipil negara
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) burul § direncanakan
sebesar Rpl8.092.108.110,00 (delapan belas milisr sembilan
pulieh dua juta seratus delapan ribu seratus sepuluh rupiahj,
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerjn aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf j direncanakan
schesar Rp490,743.327,00 {empal ratus sembilan puluh sembilan
Juta tujuh ratus empal puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh
rupiah).

(12] Belanja juran jaminan  kematian aparatur sipil negara

(1)

scbagnimana dimaksud pada ayat (1] hurufl k direncanakan
scbesar Rpl.408.370.018,00 (satu miliar cmpal ratus sembilan
pulub delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan belas
rupiah).

Pasal 40

Belanja  tambahan  penghasilan aparatur  sipil negara

uhpimmdimknuddalmﬁmﬂmtm huruf b

direncanakan sebesar Rp256.378.003.874,10 {dua ratus lima

pulih enam miliar tiga ratus tujub puluh delapan juta tiga ribu

delapan mtus tujuh pulub empat rupiak sepuluh sen) yang terdin

atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerin aparatur
sapil negara;

b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur
sipil negara;

c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangknan profesi
aparatur sipil negara;

d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur
sipil negara; dan

e. tambahan penghasilan berdssarkan periimbangan olyjektif
lainnya aparatur sipil negara.
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Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil
negara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a
direncanakan sebesar Rp96.501.849.562,50 (sembilan puluh
enam miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh
sembilan ribu lima ratus enam puluh dus rupiah lima puluh sen).
Tambahan penghasilan berdesarkan kondisi kerja aparatur sipil
negara  stbagnimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
direncanakan sebesar Rpl8.763.413.286,55 [delapan belas miliar
tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu dua
ratus delapan puluh enam rupiah lima pulah lima sen).
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur
sipll negara scbagaimans dimaksud pada ayat (1) hurufl e
direncanakan sebesar Rp3.572.634.911,00 (tiga miliar lima ratus
tujuh puluh dua jute enam ratus tgs pulub empat ribu sembilan
ratus sebelas rupiah),

Tambahan proghasilan berdasarkan presiasi kerja aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d
direncanakan scbesar Rp71.948.993.366,05 (tajubh putuh satu
miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus
sembilan pulub tiga rbu tiga ratus enam puluh enam rupiah lima
sen),

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektil
lainnya aparatur sipil negara sehagaimana dimaksud pada ayai
(1] buruf e direncanakan sebesar Rp65.591.112.748,00 [enam
puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh san juts seratus dus
belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah),

Pasal 41
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalsm
Pasal 38 ayat (1) houruf ¢  direncenalmn  sebesar

Rpl13.002,137.811,00 (tiga belas milinr dua juta seratus tign
pulub rujuh ribu delapan ratus sebelas rupsah) vang terdini atas:
belanjn uang representasi DPRD:

belanja tunjangan keluarga DPRD:;

belanja tunjangan beras DPRD;

belanja uang paket DPRD:

belanja tunjangan jabatan DPRD;

belama tunjangsan alat kelengkupan lainnya DPRD;

belanja tunjangan reses DPRD:

belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan
dan anggota DPRD;

belanja tunjangan kesejahteraan pimpinsn  dan anggota
} belanja tunjangun transportasi DPRD: dan

k. belanja uang jasa pengabdinn DPRD.

Belanjs uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pads
ayual (1) huruf 8 direncanakan sebesar RpS67,700.000.00 {irma
ratus enam pulub twjuh juta tujub ratus ribu rupiah).
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Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1] hurufl b direncanakan sebesar Rp89.909.200,00 (delapan
puluh sembilan jula sembilan ratus sembilan ribu dua ratus
rupdah).

Belanja tunjangan beras DFRD scbagaimana dimalosud pada ayat
[1) burufl ¢ direncanakan sebesar Rpll1.388.000,00 [seratus
sehelns jutn tigs ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
Belanja uang paket DPRD sebagnimana dimaksud pada ayat (1]
huruf d direncanakan schesar Rp48,132.000,00 (empat puluh
delapan juta seratus tign puluh dua ribu rupiah),

Belanjm tunjangan jabatan DPRD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf o direncanakan sebesar RpB94_255. 600,00 [delapan
ratus sembilan puluh empat juta dua ratus kma puluh lima ribu
cnam ratus rupiahy).

Belanja tunjfangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul f direncanakan scbesar
Rp259.357.700,00 (dua ratus limas puluh sembilan jutae lign ratus
fima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah),

Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul g direncanakan sebesar Rp7E7.500.000,00 ftujuh ratus
delapan puluh tujuh juta Hme ratus rbu roplah).

Belanja pembebanan pajak penghasiian kepada pimpinan dan
anggota DPRD sebagaimana dimaksud pade ayat {1} huruf h
direncanakan sebesar Rp303.626.111,00 (tiga ratus tiga juts
enam ratus dua puluh enam ribu seratus sebelas ruplah),
Belanja tunjangan kesejahterman pimpinan dan anggsta DPRD
scbagaimana dimaksud pada ayat {1] hurul | direncanakan
sebesar RpS5.337.664.700,00 (lima miliar tign ratus tiga puluh
tujuh jula enam ratus enam puluh empat dbu tujuh ratus
rupinh),

Belanja tunjangan transporiasi DPRD sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp4.367.000.000,00
{empat miliar tign ratus enam pulub tujub juta roplsh).

Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimans dimaksud
pada ayat (1) haruf k direncanakan sebesar Rp235.604.500,00
[dun ratus tiga puluh lima juia enam atus empat riby Hma ratus
rupiah).

Pasal 42
B:hnja;ajidmtunjangu.uﬂmhﬂnmhf“'nﬂﬂnpﬂﬂﬂunih
nhphumdimnkuuddaimmalﬁ-!m: (1} hurul d
direncannkan sebesar Rp2.401.863, 194,00 fdun miliar empat
rotus sata juts delapan ratus enam puluh tign ribu seratus
sembilan puluh empst rupiah) yang terdiri atas:

m,  belanis gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daeruh;
b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala

a
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¢. belan@m tunjangan jabatan Kepala Daecrah/Wakil Hepala
Paerah;
d. 'udiu'un. tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala

e, tH.'!‘l.H.I'I_.]I. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus
Kepala Dacrah /Wakil Kepala Dacrah;

. belanga pembulatan gaji Kepala Dacrah/Wakil Kepala
Daerah:

g belanja iuran jaminan kesehatan bagl Kepala Dacrah/Wakil
Kepala Dacrah;

h. belanja insentif bagi Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah
atas pemungutan pajak Daerah; dan

t,  belanja insentif bagi Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah
atas pemungutan  retribusi  Daecrah bagi | Kepala
Daermh /Wakil Kepals Dasrah.

Belanja geji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan

upinhmt Rp34.600.000,00 {lima puluh empat juta enam ratus ribu

ru !

Belanja tunjangan keluarga Kepala Dacrah/ Wakil Kepala Daerah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b direncanakan

sebesar Rp6.606.600,00 [enam juta enam ratus enam ribu enam

ratus rupdah).

Belanja tunjangan jabatan Kepala Dacrsh/Walkil Kepala Daerah

sehagaimana dimaksud peda ayat [1) huraf ¢ direncanakan

sebesar RpS8.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus

delapan puluh ribu rupiah).

Belanja funjangan beras Kepals Daerah/Wakil Kepala Daerah

schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan

scbesar Rp5.013.636,00 (lima juta tiga belas ribu enam ratus tiga

puluh enam rupiah).

Belunja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus Kepala

Dacrah/Wakil Kepala Dacrah schagaimann dimaksud pada ayat

[1] haruf e direncanakan sebesar Rp3.040.970,00 (tign jula empat

pulub ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Belanja pembulatan gajl Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf  direncanaknn

sebesar Rpl.248.764,00 (satu juts dum ratus empat puluh

delapan ribu tujuh ratus enam pulub empat rapiah).

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan scbesar Rp6.400.000,00 [enam juia empat ratus

ribu rupiah).

Belanjs insentif bagi Kepals Daerah/Wakil Kepala Duerah atas

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)

hurufl h direncanakan sebesar Rp2,163.279.474,00 (dua miliar

seratus enam puluh tigs juta dua ratus tujuh puluh sembilan riba

empat ratus tujuh puluh empat rapiah).



(10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas
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pemungutan retribusi Daecrah bagi Kepala Dacrah/Wakil Kepala
Daecrah sebagnimana dimaksud pada ayat (1) horaf |
direncanakan sebesar Rp63.393.750,00 (enam puluh tign juta
tga ratus sembilan puluh tga ribu tujuh retas lima puluh
rupiah),

Pasal 43

Belanjs penerimasan lainnys pimpinan DPRD serta  Kepals
Daerah/Wakil Kepala Daerah sebageimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
REp4.519.984 900,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta
sembilan rutus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupaah)
yang terdiri atas:
. belanjs dana operasional pimpinen DPRD; dan
b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala

Dasrah.
Belanja dana  operazional pimpinan DPRD  sebhagaimana
dimaksud pada ayet (I} hurul a direncanakan sebesar
Fps.119.984. 900,00 jfempat millar seratus sembilan belas juta
sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupaahl;
Belanja dana operasional Kepals Dacrah /Wakil Kepala Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b direncanakan
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juts rupiah),

Pasal 44

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratis delapan
puluh juta rupish] yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

(1)

Pasal 45
Belanja barang dusn jass sebagaimans dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1} huruf b direncanaknn sebesar Rp767.077.888.481,30
(tujub ratus enam puluh tujub miliar tujuh puluh tujuh juta
delapan ratus delapan puluh delapan riby empat ratus delapan

8. belanja barang;

b. belanja jasa;

c. belanja pemeliharaan:

d. belanja perjalanan dinas:

e.  belenja uang dan/ateu jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/ pihak lnin/ masyarakat.

{.  belanja barang dan jasa bantusn operasional  satuEn
pendidikan; dan

E- belanja barang dan jasa BLUD.
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Belanja barang scbhagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp230.5598,199.094.30 [dua matus Hga
puluh miliar lima ratus sembilan pulub delapan juta seratus
semhbilan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah tiga
puluh sen).

Belanja jasa scbagaimana dimaksod pada ayat (1) huraf b
direncanakan sebesar Rp279.154.397.100,00 (dus ratus tujub
puluh sembilan miliar seratus lima puluh empat juta tga ratus
sembilan pulub tujuh ribu seratus rupiah),

Belanjn pemeliharasn sebagaimana dimaksud pada avat (1) huaruf
¢ direncanakan sebesar Rp83,740.320, 755,00 (delapan puluh tiga
miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga mius dun puluh ribu
tujuh ratus lima puluh lima rupiakh).

Belanjn perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
hurufl d direncanakan sebesar Rp79.734, 164.950,00 (tujuh puluh
sembilan miliar tujuh ratus tign puluh empat juta scratus enam
pulub empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/ plhak lain/masyarakat sebagnimana dimaksud pada avat
(1) huril e dirncanakan scbesar Rp28.848.370.480,00 jduas
puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga
ratus tujubh puluh by empat ratus delapan puluh rupiah).
Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bhuruf [ direncanakan
scbesar Rpl15.381.000.000,00 (Hma belas miliar tga rmtus
delapan puluh satu juta rupiahj.

Belanja barang dan jasa BLUD schagaimana dimuksud pada ayat
(1] hurul g direncanakan scbesar Rp49.621.436.102,00 (empat
puluh sembilan miliar enam ratus dus puluh satu juta empat
ratus tiga puluh enam ribu seratus dus rupiah),

Pasal 44
Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
huruf & direncanakan sebesar Rp230.598., 199,094 30 (dua rstus
tign puluh miliar lima ratus sembilan pulub delapan juts seratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah tgn
puluh sen| yang terdiri atas:
a. belanja barang pakai habis;
b. belanja barang tak habis pakai; dan
¢. belanjn aset tetap yang tidak memenuhi kriteria lkapitalisasi,
Belanja barang pakai habis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a direncanakan sebesar Rp220.752.969.094 30 (dua ratus
dua puluby sembilan miliar tujuh ratus Hma puluk dus juta
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan putuh empat
tiga puluh sen).
Belanja barang tak habis paksi sehagatmana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp400, 135.000,00 (empat ratus
juta seratas tiga puluh lims ribu ropiah).
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Belanja aset ictap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp445.095.000,00 (empat ratus empat pulub lima juta
sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 47

belania iuran jaminan /asuransi;

belanja sewn tanah;

belanja sewa peralatan dan mesin:

belanja sewa gedung dan bangunan :

belanja sewn aset tetap lninnys;

belanja jasa konsultas: konstruksi:

belanja jass konsultasi non konstraksi:

belanga beasiswa pendidikan Pegawal negen sipil;

belarijn kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan;

belanja insentif bagi peguwai non aparatur sipil negara atas

pemungutan pajak Deerah: dan

m. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara
afns pemungutan retribusi Daerah,

Belanja jasa kantor schagaimana dimaksud piada ayat {1) huruf o

direncanukan sebesar Rpl64.643.565.186,00 [serutus enam

puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus

enam puluh ima ribu seratus delapan puluh enam rupdah],

Belanjn juran jaminan /asurensi sehagimana dimaksud pads

Frrgrrospnoe

puluh empat ribu empat paluh rupinh).

Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksid pads ayat {1) hura ¢
direncanakan sebesar Rp05,179.990,00 (sembilan ratus lma
jutn seratus tujuh pulub sembilan ribu sembilan ratus sembilan

pulub rupiah).

delapan riba tujuh rupiah).

Belanja sewn gedung dan bangunan sehagaimana dimaksud pady
ayal (1} hurufl e direncanakan sebesar Rpl0.088.783.413,00
{sepuluh miliar delapan puluh delapan jutm tujub ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah).




(7] Belanja sewn jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf { direncanakan scbesar Rpl.434,174.400,00
{satu miliar empat ratus tga puluh empat juta seratus tujuh
puluh empat ribu empat ratus rupiah).

(8] Belanja sewa aset tetap lainnya sebagnimana dimaksud pada ayat
(1} hurufl g direncanakan sebesar Rp92.778.790,00 (sembilan
puluh dua juta tajuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus
sembilan pulub rupiah).

(9 Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf h direncanskan scbesar Rp45.026.437.000,00
lempat pihih lima miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah).

(10} Belanfa jasa konsultasi non konstruksi sebagnimana dimaksod
pada ayat {1) huruf | direncanakan sebesar Rp2.584.500.000,00
{dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta Uma ratus fibu

rupiah).
(11) Belanja beasiswa pendidikan pegawal negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) hura! | direncanakan sebesar

Rp903.800.000,00 {sembilan ratus tiga juta delapan ratus ribg
rupiah).

[12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidilan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan schesar Rp2 922.263.500,00 (dua miliar
sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga
ribu lima ratus rupiah).

(13) Belanjn Jasa Inscniifl bagl pegawai non aparatur sipil negeri atas
pemungutan pajak derah sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
buruf | direncanakan sebesar Rp737.730.172,00 {tujuh ratus tiga
pulub tujub juls tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tujub pulub
dua rupiah].

(14] Belanja jasa insentif bagl pegawai non aparatur sipil negara atas
pemungutan retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayst
(1] huruf m direncanakan sebesar Rp7.812.602,00 ftujub juta
delapan ratus dun belas ribu enam ratus dua rupiah).

Pasal 48

(1) Belanja pemeliharsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
aynt (1) huruf ¢ direncanakan sebesar RpB3,740,320.755,00
(delapan puluh tiga milisr tujuh ratus empat pulub juts tigs ratus
dun puluh ribu tujuh ratus ima puloh Emas rupish) yang terdiri
atos:

n. belanja pemelibarann peralatan dan mesing
k.  belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
€. belanja pemelihoraan jalan, jaringan, dan irigasi.

[€) Belanja pemeliharasn permnlatan dan mesin - sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurufl a direncanakan sebesar
Rp4.859.605.046,00 |[empat miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta enam ratus lima ribu empat puluh enam rapiah),




[A) Belanja pemcliharsan gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp6.255.442.049,00 [enam miliar dua ratus lima puluh ima juta
empat ratus empat puluh dua ribu empat pulub sembilan rupiah).

(4] Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurufl © direncanakan sebesar
Rp72.625.273.660,00 {tujuh pulub dua miliar enam ratus dun
puluh lima juta dua ratus tujub puluh tiga ribu enam ratus enam
puluh rupiah).

Pasal 49
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
{1} buruf d direncanakan sebesar Rp79.734.164.950,00 {tujuh puluh
sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam pulubh
empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanjs
perjulanan dinas dalam negeri.

Pasal 50

(¥} Belanja uang dan/atao jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagnimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) hurul e direncanakan sebesar
Rp28.848.370.480.00 (dua puluh delapan milinr delapan ratus
empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus
delapan putuh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga,pihak
lain / masvarakat: dan

b. belanjn jasa yang diberikan kepada pihak ketign/pihak
lain/masyarakat,

[4] Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga / pihak
lain/masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
direncanakan sebesar Rpl.119.390.500,00 [salu miliar seratus
sembilan belas jutn tiga ratus sembilan puluh riby lima ratus
rupiah].

(3] Belanja jasa yung diberikan kepadam pihak ketiga /pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rpd7.728.970.980,00 (dun puluh tujuh
miliar tujul ratus dua puluh delapan juia sembilan ratus tugjuh
puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 51
Belanja barang don jasa bantuan operasional satuan pendidikan
schagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rpl5.381.000.000,00 {lima belas miliar tige ratus delapan pulub sat
Juta rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan
operasional sstuan pendidikan,




Pasal 52
Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 45 avat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rpd9.621.436. 102,00 fempat puluh
sembilan miliar enam ratus dus puluh satu juta empat rotus tigs
pulub enam ribu seratus dua ruptah) yang terdin atas belanja barang
dan jasa BLUD,

Pasal 53
Belanja bunga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat [1] huruf ¢
direncanakan scbesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang
terdini atas belanja bunga ulang pinjaman kepada lembaga keuangan
bukan bank.

Pasal 54
Belanju bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank
schagaimana dimnksud dalam Pasal 53 avat (1) direncanskan sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupish) yang terdiri atus j
busga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBH|-
BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 55

(1} Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 avat (1)
hurul d direncanakan RpB4.648.256.942,00 (delapan puluh
empat miliar enam raius empat puluh delapan juta dua ratus lima
pulub enam ribu sembilan ratus empat pulub dua rupiah) yang
terdird atas:

& belanja hibah kepadas bhadan, lembags, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

b.  belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dian

.  belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

(2] Belanja hibah  kepada  badan, iembagn,  organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada aymt (1) huraf a direncanakan sebesar
Rp#.303.696.942,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga
juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus emmpat
puluh dua rupiah).

[E]Bﬂmﬁlhituhhlnlmknmnﬂnhemdapuinipnﬁﬂk
schagaimana dimaksud pada ayat (1] hurufl b direncanakan
scbesar Rpl.158.680.000,00 (satu miliar seratus lima puluh
defapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4] Belanja hibah dana bantuan operasional satusn pendidikan
scbagnimana dimaksud pada ayat [1) huruf ¢ direncanakan
schesar Rpl. 185 880,000,00 (satu miliar seratus delapan puluh
lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).




(2]

(3

(4]

(3]
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Pasal 56

Belanja hibah  kepada badan, lembags, orpganisasi

kemasyarakmtan vang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

dimalsud Pasal 55 ayat (1) hurul a direncanaksn sebesar

RpB2.303.696.942,00 (delapan pulub dus miliar tiga ratus tiga

Jjuts enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat

puluh dua rupiah) yang terdin atas:

@, belanja hibah kepada badan dan lembage yang bersifat
nirlaba, sukarela dan sosial yvang dibentuk berdasarkan
peraturan perundangan-undangan;

b, belanja hibah kepade badan dan lembaga nirlaba, sukarela
dan sosial yang telah memililkd surat keterangan terdaftar:

c.  belanja hibah kepads badan dan lembaga nirlaba, sulkare
bersifal sosial kemasyarakatan: dan

d. belanja hibih kepada organisasi kemasyarskatan yang
berbadan hukum Indonesia.

Belunja hibah kepads badan dan lembags yang bersifat nirlaba,
sukarels dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayst (1)
hurul & direncanakan sebesar Rp38.272.906.632,00 (tiga puluh
delapan miliar dua ratus tujuh puluh dus juts sembilan ratus
enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
Belanja hibah kepada badan dan lembaga niflaba, sukarels dan
mosial yang telnh memilild surat  keterangan  terdaftar
scbagnimana dimaksud pada ayat (1] buruf b direncanakasn
sebesar Rpd 884 849 400,00 [dua miliar delapan ratus delapan
puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empalt
ratus rupiah),

Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarels

bergifut sosial kemasyarakatan sebagaimana dimakeud pads myat

(1) huruf ¢ direncanakan scbesar Rp40.995.940.910,00 (empat

puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juts ssmbilan

ratus empat puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupish).

Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakoatan vang berbadan

hukum [ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} huaruf d

direncanakan sebesar Rp 1 50,000.000.00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

Pasal 57

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politile sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) hurul b direncanakan sebesar
Rpl.158,680.000,00 {saiu miliar seratus lima puluh delapan juia
enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja hibah
bantuan keuangan kepada partal politik.




-33.

Pasal 58
Belanja hibah dana bantuan operasional satuan  pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf ¢ direncanakan
scbesar Rpl. 185.880.000,00 [satu miliar seratus delapan puluh ima
juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja
hibah dana BOSP-BOS,

Pasal 59

(1] Belanja bantuan sosinl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) humfl e direncanakan sebesar Rp48.334.325.000,00
fempat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga
ratus dua pulub lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. belanje bantuan sosial kepada individu:

b.  belanja bantuan sowial kepada keluarga; dan

€. belanja baniuan sosial kepada lembagn non pemerintahan
(bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2] Belanja bantuan sosial kepada individu sebagnimana dimaksud
pada ayet (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.482_300.000,00
[empat puluh miliar empat ratus delapan pulub dua juta tigs
ratus ribu rupinh).

(3] Belanja bantuan sosial kepada keluargn sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul b direncanakan sebesar Rp4.455,000,000,00
[empat miliar empat ratus lima puluh lima jute rupiahj.

%] Belanja bantuan sosial kepads lembaga non pemerintahan
(bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnye) schagaimana
dimaksud pada ayat (1] humaf © direncanakan sebesar
Rp3.397.025.000,00 (Hga miliar tiga ratus sembilan pulub tujuh
juta dua putuh lima ribu rupiah).

Pasal 60
Belanja bantusn sosial kepada individu sebagrimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.482.300.000,00
lempat pulub miliar empat ratus delapan puluh dua juta tign ratus
ribu rupiah] yang terdiri atas belanjs bantuan sosial usng yang
direncanakan kepada individu,

Pasal 61
Belanja bantuan sosial kepada keluarga scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) hurul b direncanakan sebesar Rp4 455.000,000,00
(empat miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) vang terdisi
atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluargs.




Pasal 62

Belurjjn bantuan soxial kepada lembaga non pemerintahan (bidang
pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf ¢ direncanakan scbesar
Rpd.397.025.000,00 {tige miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta
dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan sosial
uang yang direncanakan kepada lembagn non pemerintahan [bidang
pendidikan, keagamaan dan bidang latnnyaj.

Pasgl 63

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
direncanakan schesar Rp465. 800,814 ,.208,00 fempal ratus enam
pulsh lima miliar delspan ratus juta delapan ratus empat belas
ribu dus ratus delapan rupiah) vang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lninnya: dan

+  belanja modal aset lainnva.

|2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direricanakan sebesar RpS7.696.020.200,00 (lima puluh tajuhb
miliar enam ratus sembilan puluh enam juts dua puluh ribu dua
ratus rupiah),

(31 Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan schesar Rp52.343.455,866,00 {lima
puluh dua miliar tign ratus empat puluh tiga juta empat ratus
lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah),

id Mﬂnmﬂﬂgﬂmgﬁnbﬂﬂmnmm
pada ayil (1) huraf ¢ direncanakan schesar
Rpl08.090.847 440,00 [seratus delapan miliar sembilan puluh
Juta delapan ratus empat pulub tujub ribu empat ratus empat

meOonD o

puluh rupiahl.
{5} Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul d direncanakan s lesar

Rp244.716.236.702,00 {dus mtus empat puluh empat miliar
tufuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujub
ratus dua rupiah).

[5) Belanja modal asct ictap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf e direncanakan sebesar Rp2. 754.254.000,00 (dun
miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus lima pulih
empnt ribu rupiah).

(7] Belanja modal aset lainnya schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurwf [ dircncanakan sebesar Rp200.000.000,00 {dua ratus juta
rupiah).
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Pasal &4
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar RpS7.696.020.200,00 (iima
puluh tujub miliar cnam ratus sembilan pulub enam juta dua
pithuh ribu dua ratus rupiah) yang terdini atas:
a.  belanja modal tansh persil;
b, belanjs modal tanah non persil; dan
¢.  belanja modal lapangan.
Belanja modal tanah persil sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp40.248.720.200,00 (empat
puluhb miliar dua retus empat puluh delapan juta tujul ratus dua
pulub ribu dua ratus rupiah).
Bthnjﬂmdllmnmpﬁlﬂmhnpimmdimﬂuudmdumt
(1] huruf b direncanakan  sebesar Rp&7.300.000,00 (delapan
puluh tujuh juta tign ratus ribu ruplah).
Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 17.360.000.000,00 {tujuh belas
miliar tiga ratus enam puluh juts ropiah).

Pasal 65
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimann dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1} huruf b direncanakan sebesar
Rp52.343.455.866,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat
puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima riby delapan ratus
enam puluh enam rupiah) vang terdiri atas:
. belanja modal alat besar:
belanja modal alat angkutan:
belanja modal alat bengkel dan atar ukur:
belanja modal alat kantor dan rumah tanggsa;
belanja modal alat studio, komunikasi, dan pPemancar;
belanja modal alat kedokteran dan keschatan;
belanja modal alat lsboratorium:
belanja modal kompater;
belanjn modal alat eksplorasi:
belania modal rambu-rambu;
belanja modal peralatan olahraga;
belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional
satuan pendidikan; dan

e - o an o

huruf a direncanakan sebesar Rp206.287.100,00 {dua ratus enam
Juta dua ratus delapan puluh tujuh rbu seratus ruplah),

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud poada syat
(1) hurufl b direncanakan sebesar Rpl12.563.861.700,00 (dua
belas miliar Hma ratus enam puluh biga juta delapan ralus enam
puluh sata ribu tujuh ratus ropiah),
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[4] Belarja modal aiat benghel dan alat ukur sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000,00
[tujuh juta rapiah).

{3} Belanja modal alat kantor dan rumah tangge scbagrimana
dimaksud pada avat (1) hurafl d direncanakan sebesar
Rpl18.375.696.011,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh
lima juta enam mtus sembilan puluh enam riba sebelas rupiah).

{6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar
sebagaimana dimaksud pads avat (1) huref e direncanakan
sebesar Rp451.032.400,00 (cmpat ratus lima puluh satu juta tiga
puluh dua ribu empat ratus rupiah).

(7] Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sthagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf { direncanakan sebesar
Rp25.406.000,00 [dus pulub lima juts empal ratus enam ribuy
rupiah).

(8] Belanja modal alat laboratorium scbagaimana dimaksud pada
dayal [1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.837.900,00 (dua
rafus tiga puluh satu juta delapan ratus tigs puluh tujub by
sembilan ratus rupiah),

(¥ Belanja modal kemputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hural h direncanakan scbesar Rpl1.314.986,557.00 [sebelas
miliar tign ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh
enam ribu lima ratus lima puloh tujuh rupiah),

(10} Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.707.000,00 jdua juta tujiibh
ratus tujuh ribu rupiah).

(11} Belanjn modal rambu-ramby schagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf j direncanalan sebesar Rp31.742.000,00 {tiga puluh
safu juts tujuh ratus empat puluh dua riby rupiah).

(12) Belanja modal peralatan slahraga sebagaimana dimoksud pada
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.335.300,00 (tujuh
belas juta tign ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

(13} Belanja modal peralatan dan mesin bantuan opernsional satuan
pendidikan  sebagnimana  dimaksud pada ayat (I} huruf |
direncannkan sebesar Rp3. 200, 600.000,00 (tigm milkar dua ratus
sembilan juta ruplak),

(18] Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayal (1] huruf m direncanakan sebesar Rp5.906,563. 808,00
(lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga
ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 66
(1] Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayal {1} hurul a direncanmkan sebesar Rp206.287, 100,00 (dua
FATUS enam juta dus ratus delapan pulub tujuh ribu seratus
rupiah) yang terdiri atas:
a, belanja modal alat besar darat: dan
b. belinja modal alat bantu,




{2} Belanjn modal alat besar darat schagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rpl29.981.000,00 (seratus dus
puluh sembilan juta sembilan ratus delapan pulih satu ribu
rupiah).

[3] Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b direncanaknan sehesar Rp76.306. 100,00 ftujub puluhb
enam jula tiga ratus enam ribu seratus rupiah).

Pasal 67
Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl2.563.861.700,00 (dum
belas miliar lima ratus enam puluh tigs juta delapan ratus enasm puluh
satu ribu tujuh ratus rupinh) yung terdiri atas belanjn modal alat
ungkutan darat bermaotor.

Pasal 68
Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp7.000.000,00
(tujuh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat wkur.,

Pasal 6%

(1) B:hnjnmmlnhthntmdmrmﬂunmﬂw
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
sebesar Rpl8.375.696.011,00 (delapan belas miliar tign ratus
tujuh pulub lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu
sebelas rupiah) vang terdiri atas:

a. belanjn modal alat kantor:
b, belanja modal alat rumah tangga; dan
c.  belanja modal meja don kursi kerjn frapat pejabat.

(2] Belanjn modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf 4 direncanakan schesar Rp7 582, 767,400.00 (tujuh miliar
fima ratus delapan puluh dua juts tujuh ratus delspan puluh
tujuh ribu empat ratus rupiah),

(3} Eﬂl:ﬂnmndqlnhtmmhmmﬂ#hugﬂmmu:ﬂmﬂ:udpnda
ayat (I} hurufl b direncanakan sebesar Rpl(.088.393.311,00
[sepuluh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan
pulub tiga nbu tiga ratus sebelas rupiahy).

(4] Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) huruf © direncanakan sebesar
Kp704.515.300,00 (tujuh ratus empat juta lima ratas lima belas
ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 70
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimarna
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1] huruf e direncanakan sebesar
Rp451.032,400,00 {empat ratus lima puluh satu juta tiga puluh dua
ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas belanjs modal alat studio,




=3F =

Pesal 71
Belanja maodal nlat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf { direncanakan sebesar Rp25,406.000,00
{dua puluh lima juts empat ratus enam fbu rupiah) yang terdin atas
belanjs modal alat kedokteran,

Pasal 72

(1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.837.900,00
(dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tige putuh tujuh
ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:

a.  belanja modal alat Inboratorium lingkungan hidup; dan
b.  belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.

(4] Belanja modal alal laboratorium lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huraf & direncanakan sebesar
Rp214.739.500,00 jdua ratus empat belas juta tujub ratus tgin
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),

(3] Belanja modal peralatan  laboratorium hydrodinamica
schagnimana dimaksud pada ayst (1) hurul b direncanakan
sebesar Rpl7.098.400,00 [tujuh belas juta sembilan puluh
detapan ribu empal ratus rupiah).

Pasal 73

(1} Belanja modal kemputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huraf h direncanakan sebesar Rpl1.314.986.557,00
(scbelas milinr tigs ratus empat belas juta sembilan ratus delspan
pulub enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdir
atEs;

a.  belanja modal komputer unit: dan
b.  belanja modal perslutan komputer.

2} Belanja modal komputer wnit schagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf & direncanakan sebesar Rp8.586.295 857,00 (delapan
miliar lima ratus delspan pulub enam juts dua ratus sembilan
puluh lima ribu delapan rmtus lima putuh tujuh rupiahj,

(3] Belanja moda] peralatan komputer scbagaimana dimaksud padda
iyat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.728.690,700.00 {dua
miliar tujuh ratus dus puluh delapan juts enmm ratus sembilan
pulub ribu tujub ratus rupah),

Beolanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat 1) buruf i direncanakan sebesar Rp2.707.000,00 [dua juta tujuh
ratus tujub ribu rupiah) yang terdis atas belanja modal alat ekaplormnsi
geofisika.




Pasal 75
Belunja modal rambu-rembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1] burul j direncanakan sebesar Rp31.742.000,00 [tiga puluh
Batu juta tujuh mtus empat puluh dua nba rupiah) yang terdin atas
belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat,

Pasal 76
Betanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1] buruf k direncanakan sebesar Rp17.335.300,00 (tujuh
belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang terdird
atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal T7
Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operssional satian
mmuwmmmmwmmn
direncanakan sebesar Rpd.209.000.000,00 (tiga miliar dua ratus
sembilan juta rupiah} yang terdiri atas belanja modal peralatan dan
mesin bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional

sekolah.

Pasal T8
Helanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 awvat (1) hural m direncanakan schesar

Rp5.906.563.808,00 (lima miliar sembilan ratus enam juta lma ratus
enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
yanyg terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD,

Pasal 79

(1] Belanja modal gedung dan bangunan sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (1) huref ¢ direncanakan sebesar
Rpl08.090.847 440,00 [seratus delapan miliar sembilan puluh
Juta delapan ratus empat pulub tujuh rfbu empat ratus empat
pulub rupiah) yang terdiri stos:

2 belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanjs modal gedung dan hangunan BLUD.

(4] Belanja modal bangunan gedung schagaimans dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanaksn sebesar RplO7.398.847.440,00
[seratus tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta
delapan ratus empat puluh tujuh fbu empat ratus empat puluh
rupiah).

(3] Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf b direncanakan sebesar
Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dus juts rupiah].




Paszal BD
Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
T4 ayat (1) huraf a direncanakan sebesar Rpl07.398.847.440,00
(seratus tujuh miliar tige ratus sembilan puluh delapan juta delapan
ratus empat puluh tujuh Abu empat atus empat puluh rupiahj yvang
terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 81
Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1) huraf b direncanakan sebesar

Rpb632.000.000,00 {enam ratus sembilan puluh dua juia rupiah) vang
terdiri atas belanja moda! gedung dan bangunan badan layanan
Lrmiiem.

Pasal 82

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan ingas: sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 63 awar (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp244.716.236,.702,00 |dua rotus empat puluh empat miliar
tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh
ratus dua rupiah) yang berdini atas:

A.  belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air;

€. belanja modal jaringan; dan

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irgasi BLUD.

(2] Belanja modal julan dan jembatan scbagaimanns dimaksud pada
ayat (1) hurul a direncansksn sebesar Rp202.813.479.920,00
[dua mitus dus milinr delapan ratus tiga belas juta empat ratus
tujuh puluh sembilan ribu sembilen ratus dua puluh rupiah).

i3] Belanja modal bangunan air sehagaimana dimalksud pocka ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp24.980.000,000,00 fdua puluh
empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

(4] Belamja modal jaringan sebagaimans dimaksid pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp16.822.756. 782,00 (enam belan
miliar delapan ratus dus puluh dua juta tujub ratus limas puluh
enam ribw tujuh ratus delapan puluh dus rupiah).

(5] Belanja modal jalan, jaringsn, dan irigasi BLUD sebhagaimana
dimaksiud pada ayat 1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl100.000.000,00 [seratus juta rupiah),

Pasal B3
(1] Belanja modal jalan dan jembatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 aymt (1) hural & direncanakan  sebesar

Rp202.813.479.920,00 jdus ratus dua millar delapan ratus tign
belas juta empat ratus tujuh pulub sembilan ribu sembilan raius
dua puluh ruplah) vang terdiri atas:

a. belanja modal jalan; dan

b.  belanja modal jembatan.




(2] Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huraf a
direncanakan scbesar Rpl76.410.693.680,00 (seratus tujuh
pulub enam miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan
puluhb tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah),

{3} Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul b direncanakan scbesar Rp26.402.786.240,00 (dua puluh
enam miliar empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh
enam ribu dus ratus empat puluh rupiah),

Pasal 84

{1} Belanja modal bangunuen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 ayat (1) hural b direncanakan scbesar Rp24. 980,000,000, 00
tdua puluh empat milisr sembilan ratus delapan pulah jutn
rupiah) vang terdiri atas:

n, h:lnujnmndﬂhing:muupenmhnnpnrnwdlnwldﬂ:
dan

b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantal  dan
penanggulangan bencana alam,

(2] Huhnjnmndﬂhnn;n.munpmmnmmdmpnldﬂ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan
sebesar Rpb.400.000.000,00 jenam miliar empat matus juts
rupiah).

(3} Belanja modal bangunan pengaman sungal /pantai  dan
penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] buruf b direncanakan sebesar Rp18.580.000.000,00 (delapan
belas miliar lima ratus delapan puluh jute rupiah).

Pasal BS
Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayal
(1) huruf e direncanakan sebesar Rpl6.822.756,782,00 {enam belas
miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujub ratus Hma puluh enam
ribu tujuh ratus delapan puluh dus rupiah) yang terdiri atas belanja
maodal jaringan listrile

Pasal 86
Belanja modal jalon, jaringan, dan irigasi BLUD sebapgnimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal
jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal BT
(1} Bﬂnﬁamndﬂt::l::tapﬁmnrnurh@mmdmﬁmm
Pasal 63 ayat (1) hurul e direncanakan sebesar

Rp2.754.254.000,00 (dua miliar tujuh ratus fima pulub empat

Juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)] yang terdiri atas:

a. belanja modal bahan perpustakaan;

b belanja modal barang bercorak kesenian fkebudayaan /
olahragn; dan




(2}

(3

i

(1)

(3]

(1

(2}

(3

4] -

£.  belanja modal aset tetap lainnyva bantuan operasional saiunn
pendidioan,

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksisd pada

ayal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.900.000,00 (lima

puluh enam juta sembilan ratus riby rupiah).

Belanja modal barang bercorak kesenian /kebudayaan / olahraga

scbagaimana dimaksud pada syat (1) hurul b direncanakan

sebesar RpT61.050,000,00 (tujub ratus enam puluh satu juta

lima puluh ribu rapiah).

Belanja modal asel tetap leinnya bantuan operasional satuan

pendidikan schagaimana dimaksud pads ayat (1) hural e

direncanakan sebesar Rp1.936,304.000,00 (satu miliar sembilan

mtus tiga pulub enam juta tiga ratus empat riby rupiah),

Pasal 88
Belanjn modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 avat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp56.900,000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus ribu
rupiah| yang terdini atas:
n.  belanja modal bahan perpustakaan tervetak:; dan
b.  belanja medal bshan perpustakaan terekam dan bentuk

mikro,
Belanjs modal bahan perpustakaan  tercetak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf & direncanalan sebesar

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupish).

Belanjn modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro
sthugaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan
sebesar Rp26.900.000,00 (dus puluh enam juta sembilan ratus

Pasnl B9
Belanja modal barnng bercorak keseninn/kebudayaan / olahrags
sehagrimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp761.050.000,00 (rujuh ratus enam
puluh satu juta lima puhah ribu rupiah) vang terdin atas:
a.  belanja modal barang bercornk kesendan: dan
b. belanja modnl tands penghargaan.
Beianja modal barang bercornk kesenian sebagaimann dimaksad
pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp743.750.000.00
[mjﬂ rafus empat puluh tiga juta tujuh ratus lma puluh ribu
ruplah),
Belanja modal tanda penghargaan schagnimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.300,000,00 (tujuh
belas juta tign ratus ribu rupiah),
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Pasal 20
Belanja modal aset tetap lainnya bantusn operasional satusn
pendidikan schagaimana dimaksud dalom Pasal 87 ayat (1) huruf ©
direncanakan sebesar Rp1.936.304,000,00 (satu milisar sembilan ratus
tign pulub enam juta tiga ratus empat ribu rupiahj yang terdici atas
belanja modal aset tetap lninnya bantuan operasional satuan
pendidikan-bantuan operagional sekolah.

Pasal 91
Belanjn modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
myat (1) huraf [ direncanakan sebesar Rp200.000,000,00 [dua ratus
juta rupiah] yang terdiri alas belanja modal aset lainnya BLUD,

Pasgl 92
Belanja tidak terdugs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp25.000.000,000,00 [dua puluh lima miliar
rupiah] yang terdiri atas belanja tidak terdugs.

Pasal 93

{1} Belanja transfer sebagnimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d
direncanakan scbesar Rp316.834.452.255,00 (Hga ratus enam
belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juts empat ratus lima
pulub dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah} yang terdisd
alns:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantusn kevangan.

(<] Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan schesar RpB.9E6,920.034,00 [delapan miliar
sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua
pulish ribu tign puluh empat rupiahj.

{3 Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp307,847.532,221,.00 [tign ratus
tujuh miliar delapan ratus empat pulub tujuh juta limas ratus tiga
pulbuh dua ribu dua ratus dus puluh sstu rupiah).

Pasal 94
(1] Belanja bagi hasil sebagnimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp#8.986.920.034.00 (delapan
miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus
dun puluh ribu tiga pulub empat rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bagi hoesil pajak Daersh kepada pemerintahan
kabupaten/kota dan desa; dan
b, belanji bag hasil retribusi Daerah kabupaten /kota kepada
pemeriniah desa.
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(2] Belanja bagd hasil pajak Daerah  kepada pemerintahan
kabupaten/kota dan desa scbagrimana dimaksud pada ayat (1]
uruf a direncanakan schesar Rp7 994 470.034,00 {tujuh miliar
sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tajuh
puluh ribu tiga puluh empat rupiah),

{3} Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada
pemeriniah dese sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf b
direncanakan sebesar Rp992.450.000,00 (sembilan ratus
sembilan pulub dua juta empat ratus lima pulub ribe rupiah),

Pasal 95
Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten / kota
mmmmmmmmmhw-
direncanakan sebesar Rp7.994.470.034,00 [tujuh miliar sembilan
ratus sembilan pulub empat jute empat mtus ook puluh ribu tiga
puluhrmpuifﬂpinh}tﬂdiﬂﬂt“hﬂ.ﬂﬂjﬂhﬂﬂhnﬂpujﬂk[}mnh
kepada pemerintahan desa.

Pasal 96
Belanjan bagi hasil reiribusi Daernh kabupaten/kota  kepada
pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat |1) huruf
b direncanakan schesar Rp992,450.000,00 (sembilan ratus sembilan
puluh dua juts empat ratus Hma puluh ribu rupiah) terdiri atas belanja
bagi hasil retribusi Dacrah kabupaten /kota kepada pemerininh desa.

Pasal 97
Belanja bantuan keuangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayul (1) hurul b dircncanakan sebesar Rpd07.847.532.221.00 (tigpn
ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujub juta lima rams
tiga puluh dua ribu dua ratus dua pulub ssty rupiah] terdiri atas
belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten /kota
kepada desa.

Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atag kabupaten fkota
kcpada desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)
direncanakan sebesar Rp307.547,532,.221,00 (tiga ratus tujuh miliar
delapan ratus empat puluh tujuh juta Bma ratus tiga puluh dua ribu
dus ratus dua puluh satu rupiah) vang terdin gtas belanja bantuan
keuangan khusus Dacrah provinai atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 99
Pembiayaan Daerah sebagnimans dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
direncanakan sebesar Rp212.461.529.628.00 (dua ratus dus belas
mifiar empal ratus enam puluh satu juta lima ratus dua pulub
sembilan ribu enam ratus dus puluh delapan rupiah} yang terdiri atas:
B  pencrimaan Pembdayaan; dan
b, pengelunran Pembiayaan.




Pasal 100

(1) Penerimaan Pembiayaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 99
hurul & direncanakan sebesar Rp248.961.529 628,00 (dua ratus
empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta
ima ratus dus puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh
delapan rupiah) yang terdici atas:

.  sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: dan
b penerimaan kembali pemberian pinjaman Deerah.

12} Sina lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnyva schagaimarnn
dimaksud pada avat (1) hurul a direncanakan sebesar
Rp247.461.529.628,00 (dua ratus empat puluh tujuh  miliar
empat ratus enam puluh satu juta lima ratus dus pulub sembilan
ribu enam ratus dua puluh delapan ruplah),

(3] Penerimsan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b direncanakan mebesar
Rpl.500.000.000,00 {satu milinr ima ratus juta rupiahy.

Pasal 101
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun schelumnya sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 100 ayal {1) hurul o direncanakan sebesar
Rp247.461.529.628,00 [dua ratus empal puluh tujuh miliar empat
ratus enam puluh satu juts lma ratus dua pulub sembilan fby enam
ratus dua pulub delapan rupiah] vang terdiri atas penghematan
belanja,

Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10] ayat (1]
direncanaknn sehesar Rp247 461.529,628,00 (dua ratus empat puluh
tujuh miliar empat ratus enam pulub satu juta lima ratus dus puluh
sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupinh) vang terdiri atas
penghematan belanja-belanja modal.

Pasal 103
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Dacrah sebagrimana
dimaksud dalam Pasal 10D ayat (1) buruf b direncanakan sebesar
Rpl.500.000,000,00 (satu miliar lma ratus Juia rupish| vang terdir

atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat,

Pasal 104
Penerimaan kembali pinjaman kepuda masyaraloat
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1] dircncanskan schesar

Rpl.500.000.000,00 {satu miliar lma ratus juta rupiah) vang terdiri
atas penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat.

Pasal 105
(1] Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huraf b direncanakan sebesar Rpa6, 500.000.0040,00 (tigm puluh
enam miliar ima ratus futa rupiah) veang terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerab;
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b. pembaysran cicilan pokok utang yang jatuh tempo: dan
¢. pemberian pinjaman Daersh.

[2] Penyertann modal Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurufl a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 [dun puluh

miliar rupiah),
(3] Pembayaran ccilan pokok utang yang jatuh tempo schagaimana
dimaksud pads ayat (1) huryf b direncanaian aobesar

Rp15.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiah).

[4)  Pemberian pinjaman Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 {satu miliar
lima rafus juta rupiah),

Pasal 106
Periyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
myat (1) hurufl a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dus
puluh miliar rupinh) vang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada
badan usaha milik Daerah.

Pasal 107
Fenyertaan modal Dacrah pada badan usaha milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayal (1) direncanakan schesar
Rp20.000,000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) vang terdiri atas
penyertaan modal Daernh pada badan usaha milik Dasrah.

Pasal 108
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
mmdmwlﬂﬁwillhmhdﬁmgw
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupdah] yang terdiri atas
pembayaran phﬁuma—ndnﬁlemhpkeunm bukan bank.

Pasal 109
Pembavaran pinjaman dar lembaga keuangan bukan bank
uebnplm:nldimnhuddllamhmjmﬂml[ud&*muuﬂhnuhrmr
Rp15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas
pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-
BUMN-Jangka Menengah.

Pasal 110
Pmnhnﬁmpinjumanthmhmhgniman:dim&huddahmh:ﬂlﬂﬁ
ayut {1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.500.000.000,00 {satu miliar
lima ratus juta rupiah) yang terdiri atos pemberian pinjaman Dasrah

masyarakal
o Pasal 111
berian pinjaman Daerah  kepada masyarnkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan scbesar
Rpl.500.000.000,00 {satu miliar lima ratus Juta rupiah) vang terdiri
alas pemberian pinjaman-dana bergulir kepada masyarakat,




Pasal 112

(11 Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanjn Deerah
mengnkibatlkan tenjadinyn surplus/ {defisit) sehesar
(Rp212.461.529.628,00) (dua ratus dua belas miliar empat ratus
enam puluh satu juta lima rotus dus puluh sembilan rbu enam
ratus dua puluh delapan rupiah).

(2] Pembiaysan netto yang merupakan selisih  penerimasn
Pembinynan terhadsp pengeluaran Pembisvaan direncanakan
sebesar Rp212.461.529.628,00 (dua ratus dus belas miliar empat
ratus enam pulub satu juta ima ratus dua pulub sembilan ribu
enam ratus dua puluh delapan rupish).

BAB 1M1

LAMPIRAN PENJABARAN APHD

Pasal 113

Urui:tnl:hlhhunjuthFEDthgiiumnndiMddnhmFmii
m:mnmmdnhmlampinnynngm:p.hmhnmmﬁdﬂ
lerpisahlan dar Peraturan Bupati ini vang terdid atas:

8, Lampiran |

b. Lampiran |l
¢. Lampiran [
d.  Lampiran IV

. Lampiran V

£ Lampiran V1

h. Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran APRD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyjel,
Rincian Objek, dan Subrincian Ohjek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APRD Menurut LUruzan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincisn Objek, dan Subrincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan
Beaaran Hibah;

Daftar Noma Penerima, Alnmat Penerima, dan
Besaran Hantuan Sosial:

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangun Bersifat Umum
dan Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bagi Hasil;

Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan
Kepala Daerah  Penjabaran  APBD
Disajikan Berdasarkan Sumber Dana; dan
Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
Menganggarkan Barang dan Jasa serta
Belamja Modal berupa Produk Dalam Negeri
ﬂ:"l.':l']"il!.t Tingkat Komponen Dalam Negerd
(TEDH].
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Pasal 114
F'Elnlr.llnnal.m penjabaran AFBD yang ditetapkan dalam Pernturan
1E'L1pn|:: i dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan
Hetentuan peraturan perundang-undangan.

HaB IV
KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 115
Fn:ml.urn.f:t Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannys dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.
Ditetapkan di Rantau
pada tanggal %0 Tesember 2074
F). BUPATI TAPIN,
£
L!«.f
MUHAMMAD SYARIFU
Diundangkan di Rantay PR
pada tanggal " Tegsmber 2074
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

A DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR "0




